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PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2022/PN.Mgn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara-perkara perdata
permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan

sebagai berikut dalam perkara pemohon :

P. SAMSON Laki-laki, lahir di Rainis, pada tanggal 11 September 1955,
bertempat  tinggal di- Kampung Parangen Kecamatan Rainis Kabupaten

Kepulauan Talaud Agama Kristen, pekerjaan Pensiunan
Selanjutnya disebut : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12
November 2022 vyang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Melonguane pada tanggal 16 November 2022 dibawah Register Perkara Nomor :
14/Pdt.P/2022/PN.Mgn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan suami isteri Julius Puansalaing dan
Yesmin Winowoda;

2. Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah dengan ASENAT SENAEN dan
telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1.Dwiyanti
Winowoda 2.Cesinario Alegria Winowoda;

3. Bahwa oleh karena Pemohon Pada tanggal 03 Maret membuat Kartu Tanda
Penduduk dengan nama yang tercatat dalam KTP P. SAMSON;

4. Bahwa nama pemohon di ljasah Pemohon dan SK Pensiun adalah
Puansalaing Samson sedangkan di Kartu Keluarga adalah Samson P.
Winowoda;

5. Bahwa saat ini Pemohon akan mengajukan kredit di Bank, akan tetapi
setelah Pemohon menyerahkan Berkas-Berkas Pemohon terdapat

perbedaan antara Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan ljazah
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Pemohon dan Surat Pensiun Pemohn serta Kartu Keluarga Pemohon
sehingga Pemohon datang ke kantor Pengadilan Negeri Melonguane dan
meminta penetapan bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk
Pemohon dengan ljazah Pemohon dan Surat Pensiun Pemohon serta Kartu
Keluarga Pemohon adalah orang yang sama;
Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan seperti tersebut diatas,kiranya
Pengadilan Negeri Melonguane dalam memeriksa dan mengadili perkara
permohonan ini, berkenan memberikan putusan/penetapan dengan amarnya
sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama P. SAMSON dan orang yang
bernama PUANSALAING SAMSON serta SAMSON P. WINOWODA
adalah benar orang yang sama,;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama pada hari Selasa,
tanggal 22 November 2022, pemohon tidak hadir atau tidak pula menyuruh
wakilnya untuk hadir dalam persidangan, dengan panggilan melalui Ecourt tanggal
22 November 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua pada hari Senin, tanggal
28 November 2022, pemohon tidak hadir atau tidak pula menyuruh wakilnya untuk
hadir dalam persidangan, dengan panggilan melalui Ecourt tanggal 28 November
2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka
segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita
acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dan merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohoanan pemohon
sebagaimana telah terurai dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR/148 RBg. menyebutkan
“Apabila pada hari yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan pula ia tidak
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil

dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar
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biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia
membayar lebih dahulu biaya tersebut” ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak datangnya pemohon pada
persidangan pertama tanggal 22 November 2022 dan persidangan kedua tanggal
28 November 2022 tanpa alasan yang sah, sehingga permohonan pemohon
tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan gugur
maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan

disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg. dan ketentuan perundang-

undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan pemohon tersebut gugur ;

2. Menyatakan perkara perdata Nomor 14/Pdt.P/2022/PN.Mgn. tersebut dicoret
dari register perkara ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp210.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam oleh Hakim Pengadilan Negeri Melonguane
pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim SRI BINTANG SUBARI
PRATONDO, S.H, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh Hakim
tersebut dengan dibantu oleh STEIVE CH. WATUNG, SH. sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane tanpa dihadiri pemohon ;

PANITERA PENGGANTI HAKIM

STEIVE CH. WATUNG, S.H. SRI BINTANG SUBARI PRATONDO, S.H.
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Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp150.000,00

2. Biaya Proses (ATK) Rp30.000,00

3. Biaya Panggilan Rp -

4. Biaya Panggilan Rp10.000,00

5. Redaksi Rp10.000,00

6. Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp210.000,00

Terbilang : (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
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